BAB TIf
UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
ATKOHNOL DI INDONESIA

A. Alkohol dan Penyalahsunaannya di Indonesia

Ui Indonesia alkohol bukan hal yans baru. Se-
Jak zaman penjajahan selanda sudah ada perusahaan
yang, memproduksi alkohol di Indonesia. Pada zaman i-
tTu sudéh‘ada perundang-undangan yang diterapkan oleh
pemerjntah velanda di Indonesia yang berkenaan de-
ngan culkai alkohol sulingan, yaltu Ordonansi. Cukai
Alkohol Sulingan yang dimuat dalam staatsblad tahun
1898 no. 90."

Ini sudah cukup dijadikan bukti bahwa alkohol
dan penggunaannya sudah mulai ada di Indonesia sejak
zaman ~ Pemerintahan Kolonial oelanda.

- Pada zaman kemajuan tehnologi dan ilmu penge-
tahuan ini alkohol semakin banyak digunakan di Indo-
nésia,hterutama untulk kepentinzgan kesehatan sebagai
sarana medis dan farmakologi, kepentingan pengembang
an ilmu pengetahuan dan kepentingan perlndusbrlan.Dl
samping . itu alkohol juga digunakan untuk pencampur
anuman, sehinpra muncullah istilah yang populer de-
ngan oobﬁhﬂn minuman keras dan minuman ringan.

Sebagaimana'di atas tclah dijelaskan, bahwa
mencampurkan alkohol ke dalam minuman atau makanan
sebagaimana telah banyak,diguﬁakan di Indonesia yang
merupokan penyalahgjunaan, maka dengan jujur dapat
dialkui, bahwa penyalahgunaan alkohol di Indonesia'te
lah adakoeaﬂk zaman lelulur bangsa Indonc ila dan di-

4Soedaono Dirdjosisworo, DR, Sl, Alkoholisme
Paparan Hukum dan Kriminologi, RemaJa Karya, Bandung,
1984-, hal. 114, '
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tengah-tengah pcrkcmbanhan ilmu pen”obahuan dan tehno
logi sekarang ini penyalabgunaan itu semakin membeng—
kalk.

| Bangsa Indonesia sudah lama mengenal minuman
keras yaitu antara lain tuak di Sumatra, berem d1 Ba
1i dan ciu di Jawa.

Pada zaman kemajuan ini ditambah minuman keras
meor dan men embanukan mlnunan keras produksw dalam
negeri. Dengan demikian minuman keras yang berodar di
tengah-tengah masyarakat Indonesia dewasa ini semakin
banyak jenisnya. Di samping minuman keras tradisional
seperti tuak, berem, ciu dan lain sebagainya; Juga mi
numan keras impor dan minuman keras produksi dalam ne
geri.

Menurut peraturan Menteri Kesehatan nI. No.86/
Menkes/Per/iV/1977 tentangz minuman keras, bahwa minum
an keras di Indonesia digolonglian menjadivtiga polong
an, yaltu:

1. Minuman keras golongan A ialah minuman keras de-
ngan kadar etanol (U2H50H) 1% sampai dengan 5% .

2. Minuman keras molongan B, ialah minuman keras de-
nran kadar etanol (Gl 5OM) lebih dari 5 % sampal
dengan 20 %.

%. Minuman keras golongan C, ialah minuman feras de-—
npan kadar etanol (CzHBOH).lebih dari 20 % sampai
denpan 55 %

Minuman keras dari berbapgai Jjenis dan golongan
itu, baik yang sudab ada sejak zaman ncnelk moyang

°Tpid., hal. 120.

.
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bangsa Indonesia atau yang diimpor dari luar negeri
maupun yang dlproduk51 oleh perusahaan dalam neg erl
tidak lain kegunaannja kecuali untuk dlmlnum. Dengan
demikian orang awam denpan sendlrana beranggapan
bahwa memlnum minuman keras adalah tindakan pendaya-—~
gunaannya yang tepat, bukan penyalahgunaannya. Akhir
nya secmakin subur pertumbuhan budaya mlnuman keras

di tenﬁah-Lenmah masyarakat bukan saja hanya genera
‘81 tua yang mengadl pemlnum minuman keras, tetapl Ju

ga sudah menaalar gcner351 muda. Ini karena oemakln
banyaknya siraman baik dari dlstrlbu51 minuman kerqs
produksi dqlam negeri maupun anuman keras 1mpor.

Ini terbukti dengan hasil razia yang telah di
jalankan aparat pemerintah mulai dua tahun terakhir
ini, yaitu puluhan ribu botol minuman keras dari ber
bagai jenis dan golongan dapat dlsltq, yaitu 2.8%2
botol hasil operasi ai Padan 2.000 botol hasil ope
rasi di Ujung Pandang, dan 16 528 botol dari Jqlarba

Dan ¢j samping itu dibuktikan dengan semakin
menlnglatnja prodﬁksi minuman keras dalam negeri, &ai
tu berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal
Aneka Industri DeparLemen Perindustrian 198% terung-
kab bahwé 49 juta liter minuman keras diproduksi se-
tiap 'l;ahunnya.LL o

Penangeul ancan Penyalahgunaan Alkoho] dl Indonesia

Sebagaimana dikemukakan di ‘mulka bahwa allkohol
dan penyalabhgunaannya di IndoneuLa sudah ada sejak
zaman leluhur bangsa Indonesia, maka upaya penanggu-

SMinuman Keras dan WIS, Juga akan Ditindak Keras,

Kompao 12 Oktober 1984 hal T - Xil.

ra

qunyclamatkan Remaja dari Pengaruh Minuman Ke-
s, Suara Merdeka, 7 November 1984, hal IL.
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‘langan penyalahgunaannyapun. sudah ade pegak zaman pe

merlnhahan kolonlal velanda, yalbu upa&ﬂ penanggu -
langan penyalahgunaan secara hukum, yang sudah menga
lami perubahan, perbalkan, dan tambahan sampal pada
saat ini. Dan qkhxr—akhlr ini karena dampah negatif
penyalahgunaan alkohol di Indonesia semakln membeng—
kak, maka Pemerintah cq. Menteri widang Kesra dalam
rapqL yang, diadakan tanggal 8 Oktober 1984 di dakar—I
ta memandang perlu adanya tlndakan tegas Lerhadap pe
langzaran yang menyangkut minuman keras.

Ini meruquaniwuatu bukti bahwa upaya penangsulangan

penyalabgunaan alkohol yang sudah dimulaili sejak za-

manikolonlal itu tidak mampu menunjukkan keberhasil-

annya.

Sebenarnya upaya penanggulangan penyalahguna-
an alkohol di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda
itu tertuang dalam beberapa perundang—unddngan, yai-~
tu:s |
1. Ordonansi Cukai Alkohol uulln pan, dimuat dalam

Staatsblad 1898 nomor 90. -
5. Ordonansi Cukai pir, dimuat dalam Staatsblad 1 9731

.nomor'488 dan 489.
2. Ordonqnsn Cukal DLr, dlmuat dalam Staatsblad 1035

nomor 502.
4. undang-undang Pokok Kesehatan, dimuat dalam Lem-
baran Negara 1960, nomor 9.

5. Peraturan Pemerintah Pengganbl undang-undang no-
mor 2 tabun 1065 dlmuat dalam Lembaran Negara '65

nomor 121.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 86/Menkes /

IX,

5Majalah sulanan "Mimbar Ulama®, Nomor 89,Tabun
hal. %0. c '



Per/IN/77.
7. Keputusan Direcktur Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan No. 153%/B/SK/1980.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal %00; 492;
536. '
AUddang—Undang Lalu Lintas Anpgkutan Jalan Raya No.
2/1965. :
10. Keputusan HMenteri Bidang Kesra, 8 Oktober 1984.

O

Apa yangs, disebutkan di atas merupakan kumpul-
an perundang-undangan yans berkenaan dengsan upaya pe
nanggul angan penyalahgunaan alkohol di Indonesia, na
mun ada di antaranya yans, ltidak sepenuhnya mengatur
tentang, alkohol dan penanggulangannya. Di sini  akan
dipaparkan intisari masing-masing yang menyangkut al
‘kohol dan ubaya pénanggulanﬁannya sebagal berikut:

1. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, dimuat dalam
Stb. 1898 No. 90. | '
Ordonansi ini adalah perundang-undangan yang di-
ciptakan oleh pemerintah Kolonial Delanda  yang
mengatur tentanp cukai alkohol sulingan.Perundang
undangan tentang culkkai alkohol sulingan ciptaan
kolonial ini telah mengalami perubéhdn dan penye-
sualan yang akhirnya densman Peraturan Pemerintah
Pensganti undans-undang No. 2 tabhun 1965 dimuat
dalam Lembaran Negara 1965 No. 121.6

2. Ordonansi Cukai Bir,'Stb. 19721 No. 483 dan 489.
Ordonansi ini telah mengalami perubahan dan pena&
bahan dengan ordonansi Cukai Bir Stb. 1935 No.502

6Soedjono Dird josisworo, Dr, SH, op. cit.,hal
M4, o ‘

7Ibid., hal. 117.
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Ordonansi Cukai pir, Stb. 1935 No. 502.

Ordonansi ini merupakan penyempurnaan ordonansi
cukai sir Stb. 1931 No. 488 dan 489. |
Ordonansi Stb. 1931 No. 488 dan 489 yo. ordonansi
Stb. 1935 nomor 502 adalah mengatur hal-hal menge
nai cukai, perizinan dan sanksi hukum terhadap pe
langgrar ordonansi cukai Bir, sebapai berikut:
Dalam ordonansi cukai Bir 1935 itu ditetapkan bah
wa:

Bir yang dibuat di daerah Pabean pada saat
pengeluarannya dari tempat pemasakan dikena -
kan wajib Cukai. Jadi. pengusaha yang mengeluar
kan pir dari suatu pabrik Bir yang terdapat-
dalam daerah Pabean, ia harus membayar cukai
kepada peturas bea cukai setempat.

Pembayaran bea cukai harus sudah dilakukan se
lambat-lambatnya tanpgal 15 bulan berikutnya.
Daerah pabean dalam Ordonansi ini dimaksudlkan
seluruh wilayah Indonesia. '

Bir yang dibuat di daerah pabean dan kenmudian
dikeluarkan dari daerah tersebut, apabila se-
lanjutnya dimasukkan kembali ke daerah pabean
maka akan dikenakan pungutan cukai pada saat
pemasukannya.

Undang-undang ini adalah produk kolonial dan  be-
lum ada Undang-undang baru peﬁgganti atau penyeme
purﬁaannya yang diciptakan oleh Pemerintah RI.

Undang-undang Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960.

Dalanm Undang-undang Pokok_Kesehatan pasal 1 anta-
ra lain ditekankan agar seluruh warga ncgara mem-—
peroleh derajat keschatan yans setinggi—tingginyg
Hal ini merupakan azas yanr; harus menjadi pegang-
an dan pedoman poqu, baik dalam penyusunan dan

an, Armigmo, bandung, 1985,.hal. 41,

8
9

Ibid., hal. 118.

Umar, Sl, Himpunan Peraturan Perundang—undam
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perumusan pasal-pasal Undang-Undang Polkok ini,mau
pun dalam perumusan peraturan perundang-—undangan
lain yang dikeluarkan berdasarkan Undang - undang
Pokok Kesehatan ini. Untuk mencdpai.kgsehatah rak
yal yang tingzi, pasal 11 (2) Undang-undang No. 9
tahun'1960 menetapkan bahwa pemerintah‘ menguasai
mengatur dan menpawasi persediaan, pembuatan, pe-
nyimpangn,llperedaran dan pémakaiaﬁ obat-obatan
(termasukloﬁat bius dan minuman keras), bahan o-
bat, alat dan perbekalan lainnya.qo
Dari rumusan tersebut tercermin bahwa di samping
terhadap obat, pemerintah cq. Departemen Kesehat-
an harus menmuasai,'mengatur dan mengawasi minpmﬁ
an keras sebapgaimana dijelaskan pada penjelasan
Undang-undang, termasuk bahan yang berbahaya,paik’
dipandang dari keperluaﬁ kesehatah maupun lce aman-—
an umum. -

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-iundang No.

2 tahun 1965.

Peraturan ini dimuat dalam Lembaran Negara 1965

No. 121. Peraturan ini adalah usaha terakhir yang

memperbaiki Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Stb

1898 No. 90, yanp diwarisi oleh Pemerintah nl. da

ri Pemerintah Kolonial Belanda.

Beberapa ketentuan penting, yang dapat digaris ba-

wahi adalah sebagai berikut: ‘

a. Ordonansi yang semula hanya berlaku di daerah
Jawa Madura oleh peraturan pemerintah penggan-—
ti undang-undang (L. M. 1965 No. 121) telah di
robah, sehingga wilayah berlakunya meliputi se
Juruh wilayah kesatuan R. I. Dengan peratur-
an ini ketentuan berobah menjadi alkohol su-

lingan dalam negeri dikenakan cukal yang menja
di. Kewajiban bagi yang melakukan pemasakan.

"O1bid., bal. 43.
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Adapun yang dlbcbaslan dari kewajiban cukai a-

dalah:

13 Alkohol yanpg rusak dan tidak dapat diminum.

2) Alkohol sulingan untuk kepentingan ilmu pe-
ngetahuan. ’

3) Alkohol sulingan scbagai bahan baku untuk
pembuatan bahan-bahan yang 1tetapkan dalam
suatu peraturan pemerintah.

4) Metil alkohol, minyak fisol, awil alkohol ,
butil alkohol dan propil alkoho] yang digu-~ "’
nakan sebagal bahan baku atau bahan peno-
long untuk perusahaan kerajinan dan sebagai
bahan pencampur untuk bahan-bahan lain.

Yang mendapatkan kebijaksanaan pembobquan cu-—

kai tersebut harus memperoleh izin dari Mente-

ri Keuangan, di samping itu penggunaannya dia-
wasli oleh Instansi Direktorat Jenderal veca Cu-
kai.

untuk punrutan cukai alkohol sulinran dalam ne
geri ini ditetapkan sebesar 70% dari harga.Har
ga yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan. Dengan cukai 0% dapat
dikatakan bahwa alkohol barang yang cukainya

‘tertinggi dipungut terhadap barang yang dipro-

duksi di Indonesia. untuk ‘alkohol sulingan a-
sal impor dikenakan juga pungutan yans sama
yaitu 70%, yang terliri atas bea masul: 50% dan
PPN Impor 20%. Tingginya tarip cukai antara la
in adalah untuk mencegah pemakaian ‘yang berle
bihan, sebab dengan tarip cukal yans tinggi
tentunya harga minuman keras mahal, sehingga
tidak mudah terjanplkau oleh banyak orang. Yang
terbiasa mlnum sedikit berusaha untuk menghen-
tikan.

Semua tempat pemasakan atau pcnyul:nﬂan
tidak boleh didirikan sebelum mendapat izin da
ri Menteri Keuangan. Segala sarana dan prasara
na yang berhubungan dengan produksi harus dibe
ritahukan kepada Direktorat Jenderal vea ~ dan
Cukai. Dikecualikan apotiker dan ahli-ahli ki-
mia ‘yang ruang laboratoriumnya khusus untuk pe
nyulingan kurang dari 10 liter.

Ketentuan Penganpgkutan

walk alkohol buatan dalam negeri maupun
impor sebanyak 2 liter atau lebih Jjika tidak
dilindungi konsen dilarang. Penganglkutan alko-
hol akan dilindungi dengan konsen 58 bila bia-
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ya izin pcnganghutannya sudah dibayar.
Pengangkutan untuk kepentln an ilmiah sama de-
ngan telah dibayar biaya izin pengangkutannya.

d. Ketentuan bagi Pedagang Bceran
' Penjual eceran adalah yanz semata-mata
dilakukan dalam jumlah tidak lebih dari 10 1li-
ter. Penjual eceran harus mendapat izin dar
Direktorat Jenderal pea dan Cukai.
Dilarang menjual eceran atau menyedlakan untuk
diminum alkohol sulingan dalam nersexri di suatu -
tempat atauper81l'tanpa memiliki izin dari Men ¢
teri Keuangan, gg Direktorat Jenderal Bea dan
Cukqi setempat. '
Dalam Peraturan ini dari sudut pembuatan -
nya, tidaklah semata-mata menjqdi urusan Departe-
men Kesehatan. Dengan demikian, maka peraturan pe
laksanaannyapun harus bers 1fat 1nLerd1°1p11ner
dan tidak hanya dibebankan pada Departemen Kese-

hatan belaka. Oleh karena itu maka akan lebih ba-
ik apabila hal-hal demikian itu dirumuskan dalam

suatu Peraturan Pemerintah yang °1Latnya mencakup‘
Kalau 11dak,_maka teraadl hal sebqgalmanﬁ dlatur
di dalam Peraturan Menteri Kesehatan rio. 86/Men -
keg/Per/LV/77 ditentukan bahwa perizinan mendiri-
kan badan usaha minuman keras akan diterikan De-
partemcn Kesehatan apablla sudah ada izin dari De
partemen Perindustrian Jdan DeparLemcn Keuanwan.
Yang menjadi masalah dalam rangka preven51
adalah apakah tidak mustahil bahwa pemberian i-
zin tersebut didasarkan pada pertimbangan yang
berbeda, sehingga mungkin akan mengakibatkan dam-
pak yang.negétir. | ‘ -

Peraturan Menteri Kesehatan RI. no. 86/MenkesPer/

Iv/77.

1qSoedJono Dlrdaoolsworo,'DR, SH, op. cit.,

hal. 114 - 117,
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Sebagal tindak lanjut pemerintah setelah me
ne tapkan Undang-Undang Pokok Kesehatan wo. 9 tahun
1960, maka Pemerintah il. cq. Menteri Kesehatan me
netapkaﬁ Peraturan Menteri Kesehatan nI. wo. 86/
Menkes/Per/iV/77 tangzal 19 April 1977 tentang mi-

A

numan keras. Peraturan ini pada garis besarnya ada
lah sebagal berikut:

a. Penggolonpgan minuman keras
" Dalam peraturan Menkes, minuman keras dibagi da

lam”? ‘golongan, yaitu: - : L

1) Minuman keras golongan A ialah minuman keras
dengan kadar etanol (02H Oll) 1'% sampai 5 %.

2) Minuman keras golonsan®B”ialah minuman keras
dengan kadar etanol (CoHsOH) lebih dari 5 %
‘sampai dengan 20 %.

%) Minuman keras golongan C ialah minuman keras
dengan kadar etanol (CoHs5OH) lebih dari 20%
sampai dengan 55 %. R N

Di atas 55 % dilarang dipunakan sebagai minuman

dgg dikategorikan sebagai etanol. (alkohol mur-

TR '

b. badan-badan usaha di bidang minuvman keras.

+  'padgng-badan usaha yang diatur oleh peraturan
perundang-undangan adalah:

Brodusen minuman keras

Iimportir minuman keras

%) Pedagang besar ‘minuman keras

4.) Penyalur minuman keras

Pengecer minuman keras

6) Penjual minuman keras.

N =2
o’

N

\

c. Hal Perizinan

Semua badan usaha yang disebut di atas di sam-

ping izin yang telah diperoleh dari instansi la

‘in yang berwenang harus mendapat ‘izin dari De-

partemen Kesehatan. ' '

Adapun untuk permohonan ditarik biaya perizinam:

1) Untuk perizinan ini harus dibayar biaya peri
zinan untuk biaya administreasi dan tidak ter
masuk bea cukai atau pajak minuman keras.

2) Semua pungutan tersebut disetor ke Kas Nega-
ra, sebagal pendapatan negara.

d. Pengawasan mutu (quality control).

" 1) Terhadap bahan baku etanol yang akan diguna-
kan untuk produksi dan  terhadap produksi a-
kihir sebelum diedarkan, harus diadakan peme-
riksaan mutu. ' ' ' ‘
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2) Minuman keras yang diimpor harus disertai
sertifikat analisis. '

3) Dilarang mengedarkan minuman keras yang me-
ngandung metanol (CHzOUH) lebih dari 0,1 %.

e. Penjualan dan periklanan

1) Penjualan '
Dalam hal penjualan minuman keras diatur se
bagai berikut:
Hak menjual minuman keras oleh masing - ma-
sing badan usaha. Produsen minuman keras ha
nya boleh menjual minunan keras kepada peda
gang besar minuman keras. Pedagang besar mi
numan keras hanya boleh menjual minuman ke-
ras kepada penyalur minuman keras. “
Pada penyerahan minuman keras golongan C ke
pada konsumen, pengecer minuman kcras harus
mencatat tangzal penyerahar.,, nama dan ala-
mat penerima, nomor dan tanggal paspor atau
kartu penduduk serta Jjenis dan Jjumlah minum
an keras yang diserahkan. Iokasi penjualan
minuman keras seperti restoran, kedai, bar
atau tempat lain untuk diminum di tempat
penjualan, tidak boleh berdekatan denran
tempal ibadah, sekolah dan rumah sakit.
Dilarang menjual atau menyerahkan minuman
keras kepada anak di bawah 16 tahun.

2) Periklanan
Dilarany memasang iklan promosi untuk minum
an keras golongan C.

f. Sistim laporan

1) Produsen, importir, pedagang besar minuman
teras harus mengirim laporan berkala tiap a
khir bulan menurut contoh yang ditetapkan o
‘leh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan.

2) Laporan dikirimkan ke Direktorat Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tembus-—
an kepada kepala Kantor WilaXah Departemen—
Kesehatan Propinsi setempat. 2

Peraturan ini secara hukum Kurang mempunyd
tekuatan, sebab ia hanya merupakan peraturan Men-
téri. Di samping itu, Jugsa periu ditinjau kembali
tentang batasan umur 16 tahun, sebab bila hanya

121bid., hal. 119 - 122.
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ditentukan batasan 16 tahun untuk anak dan remaja
berarti anak Sekolah Menengah Atas yang umurnya
rata~rata di atas 16 tahun tidak termasuk dalam
mak ud larangan. Kalau demikian halnya, klta .hé-
rus rela dengan generasli penerus yang alLoholls.
Di samping itu pula perlu dLadaPan penpkaalan kem
bali, sebab dengan ketentuan pengﬁolongan,. badan
usaha, perlzlnan, penjualan dan pcrlhlanan di a-
tas bczartl melegalisir peredaran minuman keras
sebagal falktor penunjang penyalahgunaan alkohol.
Keputuoan Direcktorat Jenderal PenLawauan Obat dan
Makanan No. 153/0/8K/1980.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan
RL. tentang minuman keras telah diatur dengan Ke-
putusan Direktur Jendéral Pengawasan Obat dan Ma-

‘kanan No. 153/5/8K/1980 tentang “ata Cara Perizin

an Minuman Keras, dengan keputusan ini maka pengu
saha dibébankan untuk mendapatkan izin Menteri Ke
sehatan sekalipun telah‘ada izin dari instansi la
in seperti bea Cukai dan lain-lain.?3

Dalam kepubtusan ini telah diatur secara ke
tat tentang pefizinan minuman keras bailk produksi
maupun pengedarannya. Namun ternyata bahwa kepu'—
tusan ini belum dapat mencapai tujuannya. Llerbuk-
ti dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan
oleh DR. Soejono Prawirodihardjo di Yogyakarta ,
bahwa pada periode antara tahuﬁ 1980 sampai de-
ngan tahun 1981 terdapat 240 penjual minuman ke-
ras golongan A, 265 benjual minuman keras golong-
an b, dﬂn 75 penJual mlnuman keras polongan C

131pid., hal. 120.
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_ L
yang tidak memiliki surat izin.qL

8. Kitab Undang-Undang Iukum Pidana
Pasal 492 ditentukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Barangsiapa yang sedang mabuk, baik ditempat
umum merintangi Jjalan atayg mengganggu  keter-
tiban baik mengancam keamaman orang lain mau-
pun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan
dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi
bahaya bagi Jjiwa atsau kesehatan orang loin di
hukum selama-lamanya enam hari atau denda se-
banyak~banyahnya p 575,——

(2) Jika pada waktu melakukan polangwaran 1ltu be=-
lum ', lagi lewat satu tahun sejak ketetapan
putusan hukum yang dahulu bagi sibersalah ka-
rena pelanggaran serupa 1itu juga atau lantar-
an pelanggaran yang diterangkan dalam pasal
536, maka d%g dihukum kurungan selama-lamanya
dua minggu. R o

Posal 536 KulP:

(1) Barangsiapa terang dalom keadaan mabuk berada
di Jalan umum, diancam dengan denda paling ba
‘nyak Lp 225,-

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat
satu tahun sejak adanya pemidanaan yang mengjga
di tetap karena pelanggaran yang sama atau
vang diterangkan dalam pasal 492, denda dapat
diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

(3) Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan tera
khir karena pengulangan kedua ctau selterusnya
‘yvang menjadi Lct%g dlkcnakan lcurungan paling
lama tiga bulan.

Lari dua pasal KulP dl atas ternyata bahwa pemben
tuk undang-undang pada waktu itu menganggap peris
tiwa pidana di atas hényalah sebagal  pelanggar-
an belaké.

44 DR. Boe jono: Sockanto, Prevensi 1uridis TFor-
mal pahaya Alkohol pukan -di atas Kertas wselaka, Si-
‘nar Harapan, 21 Juli 1983, ‘hal. Vi.

5Mulyatno, Prof, SH, Kltab uvnd ang—-undang, Hu-
kum Pidana, 1978, hal. 161.

101pid., hal. 173.
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vua pasal KuHP di atas aualah mengatur tentang pe
makai minuman kofas.

i dalam pasal 3CO KunP diatur prihal pengedar mi
numan keras atau minuman yang memabulkan sebagai
berikut:

KUHIP Pasal 300:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sa-
tu tahun denda paling banyak tiga ratus ru-
piah. '

Ke-1: ‘Barangsiapa dengan sengaja menjual atau
memberikan minuman yang membikin mabuk
‘kepada seseorans yanm telah kelihatan
mabuk s

Ke~2: paranssiapa dengan sencaja meinbikin ma-~
buk seorans analk yang umurnya belum cu—
kup enam belas tahun;

Ke-3: Barangsiapa dengan kekerasan atau de-

fan ancaman memaksa orang untuk minum
minuman yang memabukkan. o

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
yang bersalah dikenakan pidana penjara paling
lama tujuh tahun. ) ‘

(3) vika perbuatan mengakibatkan mati, yanr bersa
lah dikenakan pidana penjara paling lama sem-
bilan tahun.

(4) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan terse
but dalam menjalankan pencahariannya, dapat
dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian-
nya itu.17?

Pasal ini hanya mengatur prihal pengedar
minuman Keras atau minuman yang memabukkan, akan
tetapi di situ sama sckali tidak mengatur soal “i
zin", yang diatur adalah mengenai kategori. golong
an masyarakat kepada siapa minuman keras dilarang
untuk dijual atau disuruh minum.

~ Katermori tersebut adalah, misalnya orang
di bawab enam belas tahun, angpota Angkatan Pe-~
rang dan keluarganya. Sanksi tersebut yang dapat

171pid., hal. 114.
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dijatuhkan adalah, apabila dengan sengaja menjual a-
tau menyuruh minum minuman keras lkepada orang yany,
sudah nyata mabuk, membuat mabuk orang di bawah usia
enam belas Lahun, atau dengan kekerasan memaksa:- o-—
rang minum minuman keras diancam dengian hulkuman pen-
jara paling lama satu tahun. Atau denda maksimal —up
4.500,- Kalau korban sampdi luka berat atau mening—v
gal, maka sanksi diperberat dengan hukumqn penjara
tujubh tabun dan sembilan tahun.
Walau belun diteliti secara intensif, namun

ternyata bahwa perundang-undangan di atas tidak efek

tif.

9. Undang-Undang Lalu Lintas dan Anglutan Jalan .iaya No.
3 tahun 1965.
Pasal 5 ayat 1:

'Pengemudi vang, mengenudikan suatu kendaraan di jalan
harus mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar tan-—
pa dipengaruhi olch keadaan sakit, lelah, minum Sse-
suatu yang mengandung alikohol atau obat bius ataupun
hal-hal lain. 18
Pasal %2 ayat 1:
vipidana denctan pidana kurungan selama-lamanya tiga
bulan atau denda sebanyak-banyaknya xp 10.000,- ba-
rangsiopa yang tidalk memcnubi atau melanggar seluruh
atau sebagian dari keharusan atau ketentuan yang ter
maksud dalam dan berdasarkan pasal-pasal: 2, 4, 5, 6
s 3, 199 11, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 dan pasal

5 (2).

Peraturan tersebul seakan hanya merupakan for
mal hukum yang; tidak pernab ditrepkan, misalnya seca
ra berkala atau tidak berkala diadakan razia khusus

tentany pengendara alkoholis.

qBM. Karjadi, Menpurus Kejahatan Pelan;saran dan
fecelakaan Lalu Lintas Jalan,Politea, Bogor, 19775, hal.
196. -

191bia., nal. 202.
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10. Keputusan lenko Kesra 8 O:tober 1984.
Keputusan ini memuat hal-hal yang menyang-
tut pornografi, sadlumc, nar! otika, dan minuman -
keras, serta wanila tuna susila (W1S) . 20 Dﬂlam hal
minuman keras ditcegaskan bahwa dalam upaya penang
rmulangan pemakalannya yang, berlebihan dan upaya
privensi bahaya yang ditimbullkan, maka pemerintah
akan mengambil tindakan teras terhadap para pen-
Jual minuman keras yang tidalk mempunya :i.zin.Z/I
Demikianlah ketentuan hukum yans mengatur
tentang alkohol dan minuman keras di Indohesia. Pa-
da tiap-tiap kebentuan hukum itu lercermin upaya un
tuk mencegah penyalahgunaan allohol melalvi konsep
pengawvasan yang ketat terhadap pcmﬂua1an, pensang -
kulan dan penjualan scrbta ancaman hukum terbadap pe
langgar'dan pemakal yans menyalahsunakan. Noamun de-
mikian budaya minuman keras di Indonesia tetap mem-

perinatinkan.

Hal ini penyebabnya antara lain adalah fak-
tor ekonomi. nepara. Karena nerara wasih mempunyadld
harapan, denman serala perizinan yans: bersanslkutan
deny:an minuman keras dapat menambah incame Kas Nega
ra (Peraturon Henteri Kesehatan RI Ho. 86/fenkes/ -
IV/77, perihal perizinan ayat 2), dan digunakan se-
bagal sarana medis dan farmakologi adalah dengan da
lih ekonomi.

. , ,
‘OMajalah vulanan "Mimbar Ulama", op. cit., hal

%0.

1ﬂaalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam, Al-
Muslimun, io. 177, Al Nuollmun, vangil, Deuembor 198M
hal. 94.



